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ABSTRAK

UPAYA KOTA TOKYO MENGENAI TARGET NET ZERO EMISSION
2050 PADA TAHUN 2021-2024

Oleh

NAJLA WURI BIAN GRAHA PUTRI

Perubahan iklim telah berkembang menjadi isu global yang mendorong
keterlibatan berbagai aktor dalam tata kelola iklim, termasuk pemerintah
subnasional. Penelitian ini membahas peran Pemerintah Metropolitan Tokyo dalam
mencapai target Net Zero Emission 2050 sebagai bagian dari upaya mendukung
tata kelola iklim global. Fokus penelitian terletak pada upaya Pemerintah
Metropolitan Tokyo dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan net zero
emission serta keterlibatannya sebagai aktor subnasional dalam global climate
governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi, kebijakan, dan bentuk
keterlibatan Tokyo dalam mendukung pencapaian target net zero emission.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Analisis dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen resmi Pemerintah
Metropolitan Tokyo, laporan organisasi internasional, dan berbagai penelitian
akademik yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori paradiplomasi
(environmental paradiplomacy) dengan konsep global climate governance dan
multi-level climate governance untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan iklim
lokal Tokyo dengan tata kelola iklim pada tingkat nasional dan global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Metropolitan Tokyo
menerapkan strategi menyeluruh melalui Zero Emission Tokyo Strategy dengan
fokus pada pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi,
perubahan sektor transportasi, penguatan bangunan rendah karbon, serta penerapan
Tokyo Cap-and-Trade Program. Keberhasilan Tokyo tidak hanya ditentukan oleh
kebijakan lingkungan di tingkat lokal, tetapi juga oleh kemampuannya
menghubungkan komitmen iklim global dengan penerapan kebijakan yang sesuai
dengan karakteristik wilayah metropolitan. Selain itu, keterlibatan Tokyo dalam
jaringan kota internasional memperkuat posisinya sebagai aktor subnasional dalam
tata kelola iklim global. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah subnasional
dapat berperan aktif dalam pencapaian target iklim global melalui pembaharuan
kebijakan dan paradiplomasi lingkungan.

Kata kunci: pemerintah subnasional, net zero emission, Tokyo, kebijakan
lingkungan, global climate governance



ABSTRACT

TOKYO’S EFFORTS TO ACHIEVE THE NET ZERO EMISSIONS
TARGET BY 2050 (2021-2024)

By

NAJLA WURI BIAN GRAHA PUTRI

Climate change has evolved into a global issue that has spurred the
involvement of various actors in climate governance, including subnational
governments. This study examines the role of the Tokyo Metropolitan Government
in achieving the 2050 Net Zero Emission target as part of efforts to support global
climate governance. The focus of the study lies on the Tokyo Metropolitan
Government’s efforts to develop and implement net zero emission policies, as well
as its involvement as a subnational actor in global climate governance. This study
aims to analyze Tokyo’s strategies, policies, and forms of engagement in supporting
the achievement of the net zero emission target. The study employs a qualitative
method using a case study approach. Analysis is conducted through a literature
review of official documents from the Tokyo Metropolitan Government, reports
from international organizations, and relevant academic research. This study
utilizes the theory of environmental paradiplomacy, along with the concepts of
global climate governance and multi-level climate governance, to explain the
relationship between Tokyo’s local climate policies and climate governance at the
national and global levels. The research findings indicate that the Tokyo
Metropolitan Government is implementing a comprehensive strategy through the
Zero Emission Tokyo Strategy, focusing on the development of renewable energy,
improving energy efficiency, transforming the transportation sector, promoting
low-carbon buildings, and implementing the Tokyo Cap-and-Trade Program.
Tokyo’s success is determined not only by environmental policies at the local level
but also by its ability to link global climate commitments with the implementation
of policies tailored to the characteristics of the metropolitan area. Furthermore,
Tokyo’s involvement in international city networks strengthens its position as a
subnational actor in global climate governance. These findings demonstrate that
subnational governments can play an active role in achieving global climate targets
through policy innovation and environmental paradiplomacy.

Keywords: net-zero emissions, Tokyo, environmental paradiplomacy, subnational
governments, global climate governance
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global paling mendesak
dalam struktur internasional kontemporer karena dampaknya yang bersifat lintas
batas, menyeluruh, dan keberlanjutan. Laporan Sixth Assessment Report dari
Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa suhu rata-rata
global telah meningkat sekitar 1,1 derajat dibandingkan tahun sebelumnya, dan
tanpa pengurangan emisi yang cepat dan berkelanjutan, dunia diperkirakan
melampaui tingkat aman pemanasan global dengan 1,5 derajat dalam beberapa
tahun mendatang (Waskow et al., 2021). Peningkatan suhu ini berdampak pada
peningkatan cuaca ekstrem, krisis pangan, kenaikan permukaan laut, serta
gangguan stabilitas ekonomi global (Intergovernmental Panel On Climate Change,
2023). Dengan demikian, mitigasi perubahan iklim menuntut perubahan sistem
energi, transportasi, dan pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan.

Sebagai respon atas urgensi tersebut, komunitas internasional menyepakati
Paris Agreement pada tahun 2015 di bawah rancangan United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). Perjanjian ini menetapkan tujuan
untuk menahan kenaikan suhu global jauh di bawah 2 derajat dan berupaya
membatasinya hingga 1,5 derajat melalui proses Nationally Determined
Contributions (UNFCCC, 2015). Paris Agreement menekankan pentingnya
komitmen nasional jangka panjang menuju net zero emissionn pada pertengahan

abad ke-21 (UNFCCC, 2015). Tata cara ini menunjukkan bahwa tata kelola iklim



global bersifat bertingkat (multi-level), di mana keberhasilan global bergantung
pada penerapan regional di masing-masing negara.

Jepang sebagai negara maju menyatakan komitmen untuk mencapai carbon
neutrality (net zero emissionn) pada tahun 2050 serta meningkatkan target
pengurangan emisi sebesar 46% pada tahun 2030 dibandingkan tingkat emisi 2013
(Government of Japan, 2021). Komitmen ini diperkuat melalui kebijakan nasional
seperti Green Growth Strategy dan Sixth Strategic Energy Plan yang menekankan
perubahan energi terbarukan dan ketetapan energi (Government of Japan, 2021).
Namun, penelitian oleh (Bulkeley, 2021) menunjukkan bahwa terdapat
kesenjangan antara komitmen nasional dan penerapan kebijakan di tingkat lokal,
terutama dalam isu perubahan iklim yang memerlukan kerja sama lintas bagiam
dan lintas tingkat pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa pencapaian target net
zero Jepang sangat bergantung pada keberhasilan kebijakan di tingkat subnasional.

Posisi kota menjadi sangat penting dalam konteks tersebut karena wilayah
perkotaan merupakan pusat konsumsi energi dan emisi karbon global. United
Nations Human Settlements Programme melaporkan bahwa lebih dari 70% emisi
karbon global berasal dari kawasan perkotaan (UN-Habitat, 2022). Kota mengelola
kebijakan pengaturan wilayah, transportasi publik, standar bangunan, dan sistem
energi lokal yang secara langsung mempengaruhi tingkat emisi (Seto et al., 2021).
Oleh karena itu, keberhasilan komitmen nasional terhadap Paris Agreement tidak
dapat dilepaskan dari kapasitas kota dalam merancang dan menerapkan kebijakan
mitigasi yang jelas.

Sejalan dengan argumen tersebut, penerapan komitmen iklim nasional sangat
bergantung pada kemampuan kota-kota besar dalam mengartikan target global ke
dalam kebijakan lokal. Tokyo Metropolitan Government (TMG) memiliki peran
strategis. Tokyo merupakan wilayah perkotaan terbesar di Jepang dengan lebih dari
14 juta penduduk dan menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional (Tokyo
Metropolitan Government, 2023). Tingginya aktivitas ekonomi tersebut berperan
pada konsumsi energi yang signifikan. OECD mencatat bahwa wilayah
metropolitan Tokyo termasuk salah satu pusat konsumsi energi terbesar di negara
maju, meskipun menunjukkan tren penurunan konsumsi sejak awal 2000-an

melalui kebijakan ketepatan energi (OECD, 2023). Menurut data Tokyo



Greenhouse Gas Emissionns Inventory Report menunjukkan bahwa sektor
bangunan komersial dan residensial yang merupakan penyumbang utama emisi di

Tokyo, diikuti oleh sektor transportasi (Tokyo Metropolitan Government, 2022b).

Gambar 1. 1. Tren konsumsi energi akhir menurut sektor di Tokyo
Sumber:
https://www .kankyol.metro.tokyo.lg.jp/archive/en/climate/index.files/Tokyo GH
G 2019.pdf?utm_source
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Tokyo memiliki posisi yang sangat penting. Pendataan emisi menunjukkan
bahwa Tokyo menyumbang sekitar 5,0% emisi CO2 berdasarkan energi Jepang
pada 2017, dan sekitar 6,8% total emisi gas rumah kaca Jepang pada 2019 (Tokyo
Metropolitan Government, 2017). Struktur pada emisi juga menunjukkan
penguasaan oleh sektor perkotaan, terutama sektor perdagangan sebesar 43,5% dan
sektor rumah tangga sebesar 29,3%, sementara sektor industri hanya 6,8%, jauh di
bawah rata-rata nasional. Artinya, kebijakan iklim Tokyo relevan secara langsung
terhadap upaya Jepang mencapai target nasionalnya (Tokyo Metropolitan
Government, 2021).

Tokyo sebagai global city berkontribusi terhadap pencapaian target net zero
Jepang pada tahun 2021-2024 melalui keikutsertaannya dalam berbagai inisiatif
global seperti Cities Race to Zero, pertukaran praktik terbaik kebijakan iklim,



pengembangan standar pelaporan emisi kota, serta peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah kota (ICLEI, 2022). Tokyo juga terlibat dalam jaringan
kota global lainnya seperti C40 Cities Climate Leadership Group dan berbagai
forum internasional terkait perubahan iklim, keikutsertaan ini memungkinkan
Tokyo pembentukan ketentuan dan standar kebijakan iklim global (Acuto, 2021).
Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kota-kota besar
memainkan peran penting dalam pengendalian emisi karbon melalui kebijakan
energi dan kerja sama transnasional. Bulkeley et al. (2021) menekankan bahwa
keterlibatan pemerintah kota dalam hubungan internasional dapat memperkuat
kemampun kebijakan iklim di tingkat lokal, meskipun masih terdapat kesenjangan
antara komitmen global dan penerapan lokal. Sementara itu, Gordon, D. J. (2020)
menunjukkan bahwa kerja sama antarkota menggambarkan perubahan tata kelola
iklim global menuju contoh multi-level governance, di mana aktor subnasional

memiliki ruang yang semakin besar dalam merespon isu perubahan iklim.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalah
penelitian ini adalah
Bagaimana upaya Kota Tokyo mengenai target Net Zero Emission 2050

pada tahun 2021-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mendeskripsikan apa itu Net Zero Emission
2. Mendeskripsikan upaya Tokyo dalam mendukung pencapaian target

net zero 2050 Jepang pada periode 2021-2024.



1.4. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan studi dalam
bidang Hubungan Internasional, khususnya pada studi lingkungan dan tata kelola
iklim global, dengan menggunakan penerapan teori paradiplomasi serta konsep
aktor subnasional. Melalui analisis peran Kota Tokyo dalam hubungannya dalam
forum dan jaringan internasional, penelitian ini memberikan keikutsertaan dalam
memahami bagaimana pemerintah kota dapat berperan aktif dalam isu global yang
secara tradisional dipimpin oleh negara, sehingga memperluas pandangan teoretis
mengenai pergerakan aktor non-negara dalam pemerintahan iklim internasional.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi
pemerintah kota lainnya dalam merancang dan menerapkan strategi kerja sama
internasional di tingkat kota. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk
memaksimalkan keikutsertaan kota dalam jaringan transnasional seperti ICLEI,
Cities Race to Zero, C40 Cities Climate Leadership Group, United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), dan keterlibatannya dalam
jaringan kebijakan iklim guna memperkuat penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
menuju pencapaian target net zero emission, serta mendorong pengembangan

kebijakan iklim yang lebih adaptif dan kolaborat.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting karena berfungsi sebagai
awal untuk memahami sejauh mana topik penelitian telah dikaji oleh peneliti
sebelumnya. Melalui pencarian terhadap berbagai penelitian yang relevan, penulis
dapat mengidentifikasi perkembangan kajian, pendekatan yang digunakan, serta
temuan-temuan utama yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Penelitian pertama oleh Bulkeley, H., Andonova, L. B., & Betsill, M. M.
(2021) dengan judul Tramsnational Climate Governance and the Role of Cities,
Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa kegagalan negara dalam
sepenuhnya menjelaskan komitmen iklim internasional ke dalam kebijakan
domestik telah membuka ruang bagi aktor non-negara dan aktor subnasional,
khususnya kota, untuk berperan lebih aktif dalam tata kelola iklim global. Kota
dipahami bukan sebagai pelaksana kebijakan nasional, melainkan sebagai aktor
politik yang memiliki kemampuan untuk membangun kerja sama lintas batas
melalui transnasional. Penelitian ini menyoroti bahwa jaringan kota internasional
seperti ICLEI berfungsi sebagai tempat penting bagi kota-kota untuk melakukan
pengaturn kebijakan, pertukaran pengetahuan, serta pembentukan norma dan
standar kebijakan iklim. Melalui jaringan tersebut, kota dapat menerapkan target
global, seperti pengurangan emisi dan net zero emission, lalu mengartikannya ke
dalam kebijakan lokal yang sesuai dengan konteks wilayah masing-masing.

Penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan kota dalam jaringan
transnasional memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kebijakan (policy
learning) dan peningkatan kemampuan kelembagaan yang tidak selalu dapat

didukung oleh pemerintah nasional. Bulkeley et al. juga mencatat adanya



kesenjangan antara komitmen yang dibangun melalui jaringan transnasional dan
penerapan kebijakan di tingkat lokal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber
daya, koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta pergerakan politik domestik.

Penelitian kedua oleh Acuto, M., Gordon, D. J., & Johnson, C. A. (2021)
dengan judul The rise of city diplomacy in global climate governance, meneliti
bagaimana kota-kota di seluruh dunia membuat perubahan menjadi aktor penting
dalam arsitektur tata kelola iklim global, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan
domestik tetapi juga sebagai aktor diplomatik yang aktif di internasional. Penulis
menunjukkan bahwa meningkatnya ancaman perubahan iklim dan keterbatasan
respon umum negara-negara telah mendorong kota untuk mengambil peran yang
semakin signifikan dalam membangun kerja sama transnasional yang berfokus pada
perubahan iklim, yang kemudian dipahami sebagai bentuk city diplomacy atau
diplomasi kota. Acuto et al menekankan bahwa keterlibatan puluhan kota dalam
inisiatif seperti Cities Race to Zero dan berbagai jaringan global, terlihat bahwa
kemampuan kota untuk melakukan koordinasi dan kerja sama internasional telah
berkembang pesat, memungkinkan mereka untuk bergerak dari sekadar komitmen
menuju tindakan substansif. Kota-kota tersebut tidak hanya ikut serta dalam forum
global tetapi juga memanfaatkan jaringan transnasional seperti ICLEI dan C40
untuk memperkuat posisi mereka di panggung global, mendukung tujuan iklim, dan
menyesuaikan kebijakan lokal mereka dengan target global. Penelitian ini
menyoroti bahwa diplomasi kota telah menjadi hal penting dalam tata kelola iklim
transnasional karena kota menggabungkan kegiatan merancang struktur (policy
choreography), pertukaran pengetahuan, dan pengaruh kelompok yang
memberikan pengesahan tambahan terhadap respon iklim global, sekaligus
memperluas ruang bagi aktor subnasional untuk ikut serta terhadap pencapaian
tujuan iklim internasional.

Penelitin ketiga oleh Seto et al. (2021) dengan judul From Low- to Net-Zero
Carbon Cities: The Next Global Agenda, menjelaskan hal penting dalam literatur
mengenai peran kota dalam agenda mitigasi perubahan iklim global. Penelitian ini
menegaskan bahwa kota merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca sekaligus
aktor dalam upaya perubahan menuju net zero carbon, mempertimbngkan fokus

pada populasi, aktivitas ekonomi, dan konsumsi energi yang tinggi di wilayah



perkotaan. Penulis menjelaskan bahwa kota tidak hanya berperan sebagai pelaksana
kebijakan nasional, tetapi juga sebagai aktor kebijakan yang mampu merancang
strategi mitigasi berbasis lokal. Seto et al. (2021) menjelaskan bahwa perubahan
menuju kota net zero memerlukan pendekatan yang mencakup transformasi sistem
energi, pengembangan transportasi rendah karbon, peningkatan efisiensi bangunan,
serta kesatun perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Penelitian ini juga
menekankan pentingnya pembaruan kebijakan perkotaan, seperti standar efisiensi
energi bangunan, pengembangan energi terbarukan di tingkat kota, serta kebijakan
aktivitas berkelanjutan, sebagai sarana utama untuk mengurangi emisi karbon di
wilayah perkotaan.

Penelitian ini menyoroti peran tata kelola multi-level (multi-level
governance) dalam pencapaian target net zero, di mana pemerintah kota perlu
berhubungan dengan pemerintah nasional, aktor swasta, masyarakat sipil, serta
jaringan kota internasional. Penulis menunjukkan bahwa jaringan kota global
berfungsi sebagai tempat untuk pertukaran pengetahuan, pembelajaran kebijakan,
dan pembentukan aturan global terkait kebijakan iklim perkotaan. Seto et al. (2021)
menyimpulkan bahwa kota memiliki kemampuan besar sebagai aktor transnasional
dalam tata kelola iklim global, baik melalui kebijakan lokal maupun melalui
keterlibatan dalam jaringan internasional kota.

Penelitian keempat oleh Tsuji, Y. (2021) dengan judul Climate change
action and adaptation in Tokyo: Local responses to global climate governance,
pemerintah kota Tokyo merespon tantangan perubahan iklim melalui kebijakan aksi
dan penyesuaian yang bersifat lokal namun dipengaruhi oleh pergerakan tata kelola
iklim global. Peneliti memperkirakan rencana penyesuaian iklim yang disusun oleh
Tokyo Metropolitan Government sebagai respon terhadap kerangka kerja global
perubahan iklim, terutama setelah pengesahan Paris Agreement. Penelitian ini
menyoroti bagaimana penyesuaian di Tokyo berkembang sebagai bentuk local
climate governance yang mencoba menghubungkan tujuan global dan kebutuhan
lokal dengan menerapkan kebijakan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi
geografis, sosial, dan ekonomi kota besar. Peneliti menjelaskan bahwa meskipun
pemerintah nasional Jepang menyediakan panduan dan kerangka umum untuk

penanggulangan perubahan iklim, peran pemerintah daerah seperti Tokyo menjadi



sangat penting dalam menerapkan strategi penyesuaian yang factual dan relevan.
Di tingkat lokal, Tokyo telah mengembangkan berbagai kebijakan sambil
memperhatikan resiko iklim seperti kenaikan suhu, curah hujan ekstrem, dan
ancaman banjir, termasuk kebijakan penggunaan lahan dan perencanaan kota yang
menggabungkan bagian penyesuaian tersebut. Dalam kerangka ini, penyesuaian
bukan hanya dilihat sebagai tindakan teknis semata, tetapi juga merupakan proses
penyatuan yang melibatkan pihak yang bekepentingan lokal, pengetahuan ilmiah,
dan pengaturan atau penyesuaian antar lembaga untuk memaksimalkan hasil
kebijakan.

Penelitian kelima oleh Sachdeva, S., Hsu, A., French, 1., & Lim, E. (2021)
dengan judul How are cities pledging net zero? A systematic analysis of climate
action plans across global cities, penelitian ini berisikan analisis terhadap rencana
perubahan iklim (climate action plans) dari sejumlah besar kota di dunia untuk
melihat bagaimana kota-kota tersebut merancang dan mengkomitmenkan target net
zero emission. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif terhadap dokumen
kebijakan iklim kota, penulis menilai tingkat tujuan, cakupan bagian, metode
pemantauan, serta strategi penerapan yang tercantum dalam rencana aksi masing-
masing kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat
meningkatnya jumlah kota yang menetapkan target net zero sebelum tahun 2050,
masih terdapat perbedaan yang berpengaruh dalam definisi, indikator, dan jalur
kebijakan yang digunakan untuk mencapai target tersebut. Beberapa kota
menunjukkan komitmen yang kuat melalui target kuantitatif yang spesifik,
sementara kota lain menggunakan target yang bermotivasi tinggi tanpa kerangka
tindakan yang jelas. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyatuan target net
zero sering kali disertai dengan penekanan pada sektor energi terbarukan, efisiensi
energi, dan transportasi berkelanjutan, tetapi banyak rencana aksi yang kurang
menekankan pengelolaan penyesuaian dan keadilan perubahan sebagai bagian dari
strategi keseluruhan.

Peneliti menekankan bahwa meskipun perubahan menuju target net zero
menunjukkan perkembangan dalam iklim kota, terdapat kesenjangan antara
komitmen target dan rencana penerapan. Penelitian ini menegaskan perlunya

standarisasi praktik pelaporan, peningkatan transparansi, serta penyusunan program



10

perkembangan dan pertanggungjawaban yang lebih kuat untuk mendukung rencana

perubahan iklim di tingkat kota.

2.2. Landasan Teori dan Konsep

2.2.1. Paradiplomasi

Paradiplomasi Paradiplomasi merupakan konsep yang digunakan untuk
menjelaskan keterlibatan pemerintah subnasional, seperti provinsi, kota, atau
wilayah, dalam hubungan internasional untuk mengupayakan kepentingan
daerahnya. Menurut Alexander S. Kuznetsov dalam buku Theory and Practice of
Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs, tidak terdapat
persetujuan akhir dalam akademik mengenai istilah yang paling tepat untuk
mengartikan  kegiatan eksternal pemerintah subnasional, karena selain
paradiplomasi terdapat pula istilah lain seperti constituent diplomacy, regional
diplomacy, sub-state diplomacy, microdiplomacy, hingga multilayered diplomacy.

Namun demikian, istilah paradiplomasi menjadi konsep yang paling umum
digunakan karena mampu mewakili berbagai bentuk kegiatan internasional
pemerintah daerah. Kuznetsov mendefinisikan paradiplomasi sebagai bentuk
komunikasi politik untuk memperoleh manfaat ekonomi, budaya, politik, maupun
kepentingan lainnya, yang dasar utamanya terletak pada tindakan otonom
pemerintah regional dalam menjalin hubungan dengan aktor pemerintah maupun
non-pemerintah asing (Kuznetsov, 2015).

Konsep paradiplomasi mulai berkembang secara kuat pada tahun 1980-an
melalui pemikiran Ivo Duchacek dan Panayotis Soldatos yang melihat bahwa
pemerintah daerah tidak lagi hanya menjadi aktor domestik, tetapi juga memiliki
tempat untuk ikutserta dalam urusan internasional. Duchacek menjelaskan bahwa
paradiplomasi merupakan aktivitas yang berjalan sejalan dengan diplomasi negara
pusat, dapat bersifat melengkapi, terkoordinasi, bahkan dalam kondisi tertentu

dapat menimbulkan konflik dengan kebijakan luar negeri pemerintah pusat. Oleh
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karena itu, paradiplomasi tidak selalu dipahami sebagai bentuk pertentangan
terhadap negara, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk melengkapi
kepentingan wilayahnya melalui kerja sama lintas batas, investasi, hubungan
budaya, pendidikan, perdagangan, maupun sister city. Meskipun demikian,
Kuznetsov menegaskan bahwa dalam perkembangan akademik kontemporer,
paradiplomasi telah menjadi istilah umum yang mencakup seluruh bentuk kegiatan
luar pemerintah subnasional, termasuk yang memiliki bagian politik tinggi.

Dengan demikian, paradiplomasi dapat dipahami sebagai aktivitas hubungan
luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara otonom untuk mencapai
kepentingan regional di tingkat internasional. Paradiplomasi menunjukkan bahwa
aktor subnasional tidak lagi hanya berperan dalam urusan domestik, tetapi juga
menjadi bagian penting dalam bentuk perubahan hubungan internasional modern.
Dalam konteks globalisasi, paradiplomasi menjadi alat strategis bagi pemerintah
daerah untuk meningkatkan daya saing wilayah, memperluas jaringan kerja sama
internasional, dan memperkuat posisi daerah dalam sistem global.

Salah satu dimensi yang relevan dalam penelitian ini adalah Environmental
Dimension (dimensi lingkungan). Menurut Alexander S. Kuznetsov, dimensi
lingkungan menempati posisi penting dalam kajian paradiplomasi karena isu
lingkungan telah berkembang menjadi salah satu perhatian utama dalam politik
global modern. Permasalahan seperti perubahan iklim, pembangunan
berkelanjutan, polusi, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan ekosistem
tidak lagi hanya menjadi kepentingan domestik suatu negara, melainkan telah
menjadi agenda internasional yang melibatkan banyak aktor, termasuk pemerintah
subnasional. Dalam bukunya Kuznetsov menjelaskan bahwa environmental studies
merupakan salah satu bidang paling populer dalam ilmu politik modern, sehingga
tidak membingungkan apabila paradiplomasi juga memiliki perspektif yang
berkaitan dengan lingkungan. Fokus utama dalam environmental perspective of
paradiplomacy adalah bagaimana pemerintah subnasional memberikan pengaruh
terhadap pemerintahan dan standar lingkungan internasional, khususnya melalui
implementasi kebijakan lingkungan global di tingkat lokal (Kuznetsov, 2015).

Kuznetsov menegaskan bahwa meskipun kebijakan lingkungan global

umumnya dirumuskan pada tingkat internasional oleh organisasi internasional
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maupun pemerintah pusat, pelaksanaannya justru sangat bergantung pada
pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah subnasional memiliki
hubungan langsung dengan wilayah, masyarakat, serta sumber daya alam yang
terdampak oleh kebijakan tersebut. Pemerintah daerah menjadi aktor yang paling
dekat dengan lingkungan sehari-hari, seperti pengelolaan sampah, pengendalian
polusi, tata ruang kota, energi bersih, transportasi ramah lingkungan, hingga
pengurangan bencana akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, keberhasilan agenda
lingkungan global sering kali ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah
mampu mengartikan kebijakan internasional ke dalam tindakan nyata di tingkat
lokal.

Selain itu, pentingnya peran pemerintah subnasional dalam paradiplomasi
lingkungan juga dijelaskan melalui tiga alasan utama.

1. Wujud subnasional memiliki dampak langsung terhadap ekosistem dan
penggunaan sumber daya alam di wilayahnya

2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan nasional maupun
internasional yang berkaitan dengan lingkungan.

3. Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat memungkinkan
partisipasi publik yang lebih efektif dalam proses pengambilan kebijakan
lingkungan (Happaerts et al., 2010 dalam Kuznetsov, 2015).

Dengan demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai
pelaksana peraturan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membangun tata
kelola lingkungan yang lebih kooperatif dan berkelanjutan.

Kuznetsov kemudian mengelompokkan paradiplomasi lingkungan ke dalam
tiga bentuk utama. Pertama, studi mengenai kerja sama lintas batas dalam
pembangunan lingkungan, seperti pengelolaan sungai bersama, perlindungan
kawasan hutan perbatasan, atau pengendalian pencemaran lintas wilayah. Kedua,
analisis mengenai jaringan global pemerintah subnasional dalam isu lingkungan,
yaitu keterlibatan daerah dalam forum atau organisasi internasional yang berfokus
pada pembangunan berkelanjutan. Ketiga, penelitian mengenai kebijakan
subnasional terhadap isu lingkungan global, khususnya perubahan iklim, yang

menunjukkan bagaimana daerah dapat mengambil gagasan sendiri dalam
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merumuskan kebijakan lingkungan meskipun belum sepenuhnya didorong oleh
pemerintah pusat (Kuznetsov, 2015).

Salah satu contoh nyata dari paradiplomasi lingkungan adalah partisipasi
pemerintah subnasional dalam jaringan internasional seperti Network of Regional
Governments for Sustainable Development. Dimensi lingkungan dalam
paradiplomasi menunjukkan bahwa pemerintah subnasional memiliki keikutsertaan
yang sangat berdampak dalam tata kelola lingkungan global. Paradiplomasi tidak
hanya dipahami sebagai kegiatan hubungan luar negeri biasa, tetapi juga sebagai
bentuk pembagian kekuasaan dalam politik internasional, di mana pemerintah
daerah turut berperan dalam menyelesaikan persoalan global. Dimensi lingkungan
menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat
menggunakan paradiplomasi sebagai alat strategis dalam mencapai pembangunan

berkelanjutan sekaligus memperkuat posisi daerah dalam hubungan internasional.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibangun dari adanya kesenjangan antara komitmen
perubahan iklim global dan penerapan kebijakan di tingkat nasional, yang
kemudian membuka kesempatan bagi peran kota sebagai aktor subnasional dalam
tata kelola iklim global. Dengan menggunakan teori paradiplomasi dan konsep
aktor subnasional, penelitian ini memposisikan Pemerintah Tokyo sebagai aktor
yang memanfaatkan kerja sama ICLEI, Cities Race to Zero, C40 Cities Climate
Leadership Group dan berbagai forum internasional terkait perubahan iklim untuk
menerapkan kebijakan iklim lokal dalam rangka mendukung pencapaian target
kebijakan iklim global. Jalan pemikiran tersebut selanjutnya mengarah pada
pemahaman mengenai terbentuknya multi-level climate governance dalam tata

kelola iklim global



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: diolah oleh peneliti
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus
tunggal (single case study) yang menyeluruh terhadap Pemerintah Tokyo sebagai
aktor subnasional yang sesuai dalam tata kelola iklim global. Pendekatan kualitatif
dipilih karena sifat topik paradiplomasi yang bersifat relevan, bertahap, dan
multidimensional, memerlukan pemahaman mendalam terhadap interaksi antara
kebijakan lokal (Zero Emission Tokyo Strategy, Carbon Half by 2030) dengan
komitmen transnasional melalui kerja sama dalam keterlibatan Tokyo dalam
jaringan dan forum internasional terkait perubahan iklim, sebagaimana
direkomendasikan Yin (2018) untuk kasus fenomena kontemporer yang terhubung
dalam latar belakang yang spesifik.

Studi kasus Tokyo diutamakan karena kota ini memenuhi tolak ukur kasus
urgen (critical case) dalam paradiplomasi ditempatkan pada level fungsional dan
global, di mana pemerintah kota tidak hanya berinteraksi dalam konteks domestik,
tetapi juga berkontribusi terhadap agenda global melalui kebijakan iklim lokal
(penurunan konsumsi energi 2000-2019 per OECD, 2023), sehingga hasil
penelitian memiliki dasar eksternal teoritis untuk penyamarataan teoritis ke kota-
kota lain di Asia Timur atau negara maju. Pendekatan ini sejalan dengan metodologi
penelitian terdahulu seperti Bulkeley et al. (2021) yang menggunakan analisis studi
kasus untuk mengungkap perubahan jaringan kota, serta Acuto et al. (2021) yang
menjelaskan bahwa city diplomacy melalui kasus spesifik, memastikan konsistensi

melalui aturan kasus terstruktur (case study protocol) dan penelitian metode
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campuran (mixed-methods research). Keunggulan teknik ini adalah kemampuan
menjawab “bagaimana” dan “mengapa” penerapan dalam tata kelola iklim oleh

Tokyo, menghasilkan pemahaman sebab-akibat yang mendalam.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis upaya Tokyo dalam mendukung
pencapaian target net zero emission 2050 Jepang melalui penerapa kebijakan
peruahan iklim di tingkat lokal pada periode 2021-2024. Secara dasar, penelitian
ini memfokuskan pada tiga bagian utama. Pertama, penerapan kebijakan dalam
bentuk Zero Emission Tokyo Strategy (ZETS) 2021 Update yang menargetkan
pengurangan emisi sebesar 50% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2000 serta
pencapaian net zero emission pada 2050 (Tokyo Metropolitan Government, 2021).
Kedua, penguatan instrumen kebijakan berdasarkan sektor, khususnya pada sektor
bangunan dan energi yang merupakan penyumbang utama emisi di Tokyo (Tokyo
Metropolitan Government, 2022a). Ketiga, kebijakan perubahan energi dan
pengurangan emisi korbon struktural, termasuk penguatan Tokyo Cap-and-Trade
Program, percepatan penggunaan energi listrik transportasi, serta kebijakan wajib
pemasangan panel surya pada bangunan baru yang mulai diberlakukan pada 2025
sebagai tahapan menuju net zero (Government of Japan, 2021).

Periode 2021-2024 dipilih karena meliputi tahap penguatan komitmen
Jepang menuju carbon neutrality 2050 (Government of Japan, 2021), pembaruan
ZETS 2021, serta tahap awal penerapan kebijakan menuju target jangka menengah
2030. Periode ini memungkinkan analisis terhadap kesesuaian antara target
nasional Jepang dan penerapan kebijakan di tingkat kota dalam kerangka multi-
level climate governance (Seto et al., 2021). Dengan demikian, fokus penelitian ini
tidak menekankan pada keikutsertaan Tokyo dalam jaringan internasional,
melainkan pada bagaimana kebijakan lokal Tokyo secara substantif berkontribusi
terhadap pencapaian target net zero 2050 melalui perubahan sektor energi,

bangunan, dan transportasi di tingkat perkotaan.
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3.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai
sumber resmi dan ilmiah.

Sumber data pertama dalam penelitian ini meliputi, dokumen kebijakan dan
laporan resmi pemerintah yaitu Zero Emission Tokyo Strategy dan dokumen
kebijakan Tokyo Metropolitan Government (TMGQG), laporan emisi gas rumah kaca
dan konsumsi energi Tokyo (Tokyo Greenhouse Gas Emission Inventory Report),
dokumen kebijakan nasional Jepang terkait net zero emission (The Sixth Strategic
Energy Plan (Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)), Japan’s Long-
Term Strategy under the Paris Agreement (Government of Japan, dan Green
Growth Strategy Through Achieving Carbon Neutrality in 2050.

Sumber data kedua adalah Dokumen dan laporan organisasi internasional dan
jaringan kota, sumber ini mencakup laporan dan publikasi ICLEI, C40 Cities, UN-
Habitat, OECD, dan UNFCCC, laporan Cities Race to Zero dan dokumen multi-
level governance kota. Selain itu literatur akademik termasuk artikel jurnal, buku,
dan laporan penelitian yang membahas paradiplomasi (Kuznetsov, 2015), (Ivo D.
Duchacek (1990), Panayotis Soldatos (1990), diplomasi kota, dan tata kelola iklim
global, seperti karya Bulkeley et al. (2021), Acuto et al. (2021), Seto et al. (2021),
dan Sachdeva et al. (2021).

Sumber data ketiga adalah sumber data digital dan laporan internasional,
seperti data dari [IPCC, OECD, dan UN-Habitat terkait perubahan iklim, emisi

karbon, dan peran kota dalam mitigasi perubahan iklim.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumentasi (document analysis). Studi dokumentasi dipilih karena penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kebijakan iklim dan peran aktor subnasional melalui

dokumen resmi dan literatu, tanpa melibatkan interaksi langsung dengan responden.
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Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif,
sistematis, dan dapat diperluas dari sumber-sumber tertulis yang terpercaya.

Data dikumpulkan melalui 3 tahapan, pertama adalah analisis dokumen
kebijakan. Dokumen kebijakan iklim Pemerintah Metropolitan Tokyo dianalisis
untuk menentukan strategi, target, serta alat kebijakan yang dirancang dalam upaya
mencapai target net zero emission 2050. Analisis ini mencakup dokumen Zero
Emission Tokyo Strategy, rencana mitigasi perubahan iklim kota, serta laporan
pendataan emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi. Dokumen kebijakan tersebut
digunakan untuk memahami kerangka kebijakan lokal, arah strategi mitigasi, serta
penerapan kebijakan iklim di tingkat kota.

Kedua, analisis laporan organisasi internasional dan jaringan kota. Laporan
dari organisasi internasional dan jaringan kota global seperti ICLEI, OECD,
UNFCCC, dan UN-Habitat dianalisis untuk memahami posisi Tokyo dalam tata
kelola iklim global dan peran jaringan kota dalam mendukung kebijakan iklim
lokal. Analisis ini bertujuan untuk menentuan bentuk keterlibatan Tokyo dalam
forum internasional, proses pertukaran kebijakan, serta peran jaringan kota dalam
membentuk aturan dan standar kebijakan iklim. Selain itu, laporan Cities Race to
Zero dan dokumen multi-level climate governance digunakan untuk melihat
bagaimana komitmen global diartikan ke dalam kebijakan subnasional.

Ketiga, kajian literatur akademik (literature review). Literature review
berupa artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian digunakan untuk membangun
landasan teoritis penelitian, khususnya teori paradiplomasi, konsep aktor
subnasional, dan kerangka multi-level climate governance. Literatur tersebut
digunakan untuk mengembangkan kerangka analisis dan menjelaskan fenomena
keterlibatan kota dalam tata kelola iklim globa. Kajian literatur juga digunakan
untuk mengenali kesenjangan penelitian terdahulu yang menjadi dasar keterlibatan
penelitian ini. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti
wawancara atau survei, karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis
kebijakan dan penerapan paradiplomasi melalui dokumen resmi dan literatur yang
telah tersedia. Selain itu, penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian ini
memperoleh data yang luas, terpercaya, serta dapat dibandingkan dengan penelitian

terdahulu dalam studi tata kelola iklim global.
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3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk menjelaskan
data yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara
teratur untuk memahami hubungan antara kebijakan iklim lokal Tokyo dan
keterlibatannya dalam jaringan internasional dalam kerangka tata kelola iklim
global. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap utama, yaitu
grouping data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Grouping data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan dan merangkum
data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari dokumen
kebijakan, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik dipilih
berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu paradiplomasi, kebijakan iklim
lokal, dan multi-level climate governance. Pada tahap ini, peneliti menentukan
informasi penting mengenai strategi kebijakan iklim Tokyo, bentuk keterlibatan
Tokyo dalam jaringan internasional, serta cara pengatutan antara tingkat lokal,
nasional, dan global dalam tata kelola iklim. Grouping data bertujuan untuk
menyederhanakan data yang kompleks agar lebih terfokus pada permasalahan
penelitian.

Penyajian data (data display), data yang telah digrouping kemudian
ditampilkan dalam bentuk narasi yang tersusun untuk menggambarkan hubungan
antara keterlibatan Tokyo dalam jaringan internasional dan penerapan kebijakan
iklim. Penyajian data dilakukan melalui deskripsi kebijakan Zero Emission Tokyo
Strategy, peran Tokyo dalam ICLEI dan jaringan kota global lainnya, serta interaksi
Tokyo dengan kerangka tata kelola iklim global seperti UNFCCC dan Paris
Agreement. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang teratur
mengenai bagaimana kebijakan global diartikan ke dalam kebijakan lokal melalui
proses paradiplomasi dan multi-level governance.

Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan bentuk,
hubungan, dan temuan yang muncul dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan
mengenai peran Tokyo sebagai aktor subnasional dalam tata kelola iklim global
dikembangkan dengan menggunakan teori paradiplomasi yang dikemukakan oleh

Duchacek dan Soldatos serta konsep multi-level climate governance.
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Pengembangan dilakukan dengan membandingkan temuan empiris dengan
kerangka teoritis dan hasil penelitian terdahulu untuk memastikan keteraturan dan
kebenaran analisis.

Analisis data ini dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kerangka
teori paradiplomasi dan konsep tata kelola multi-level untuk menjelaskan
bagaimana Pemerintah Metropolitan Tokyo berperan sebagai aktor subnasional
dalam merancang, menerapkan, dan mengatur kebijakan iklim lokal dalam tata
kelola iklim global. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengaitkan
perubahan kebijakan lokal dengan struktur dan aturan internasional dalam upaya

pencapaian target net zero emission 2050.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai upaya Kota Tokyo dalam
mendukung target Net Zero Emission Jepang 2050 pada tahun 2021-2024,
penelitian ini menemukan bahwa Tokyo memiliki peran yang sangat penting dalam
proses dekarbonisasi Jepang. Upaya Tokyo tidak hanya dilakukan melalui
pernyataan komitmen politik, tetapi melalui pembangunan kebijakan yang
terstruktur, penguatan alat pengendalian emisi, serta perubahan bertahap terhadap
sistem energi, bangunan, dan tata kelola kota. Dengan demikian, Tokyo tidak
dipandang hanya sebagai pelaksana kebijakan nasional, tetapi sebagai aktor
subnasional yang aktif dalam mendorong target iklim nasional maupun global.

Berdasarkan tujuan penelitian pertama, penelitian ini menemukan bahwa net
zero emission berkembang sebagai respons atas krisis iklim global yang semakin
mendesak. Konsep ini menandai perubahan penting dalam tata kelola iklim modern
karena menuntut keseimbangan antara emisi dan serapan, serta memerlukan kerja
sama banyak aktor pada /evel global, nasional, dan subnasional. Net zero tidak lagi
dapat dipahami sebagai diskusi masa depan, melainkan sebagai kerangka kebijakan
yang digunakan negara, kota, dan aktor ekonomi untuk mengubah sistem energi,
transportasi, bangunan, dan produksi.

Berdasarkan tujuan penelitian kedua, penelitian ini menemukan bahwa Tokyo
mendukung target Net Zero Emission 2050 Jepang melalui tiga jalur utama.
Pertama, Tokyo menandai urgensi dekarbonisasi melalui data emisi yang
menunjukkan bahwa sumber emisi kota ini sangat terpusat pada bangunan,
transportasi, dan konsumsi energi perkotaan. Kedua, Tokyo membangun Zero

Emission Tokyo Strategy sebagai kerangka kebijakan utama yang menghubungkan
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target jangka panjang dengan target menengah dan alat fungsional. Ketiga, Tokyo
menjalankan Tokyo Cap-and-Trade Program dan kebijakan bangunan rendah
karbon sebagai alat pengendalian emisi yang terbukti menghasilkan penurunan
emisi secara nyata.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Tokyo dalam mendukung
target net zero tidak hanya terletak pada kekuatan pengaturan, tetapi juga pada
kemampuan kelembagaan, kestabilan kebijakan, dan kemampuan kota untuk
menghubungkan agenda lokal dengan agenda nasional serta global. Dalam
perspektif Kuznetsov (2015), kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah
subnasional dapat menjadi bagian dari hubungan internasional melalui kebijakan
yang awalnya bersifat lokal tetapi memiliki dampak transnasional. Oleh karena itu,
penelitian ini menilai bahwa upaya Tokyo dalam mendukung target Net Zero
Emission Jepang 2050 dapat dinyatakan berhasil secara substansial, karena kota ini
mampu menerjemahkan agenda global ke dalam tindakan lokal yang terukur,

sistematis, dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis
maupun praktis, serta menjadi bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

Dari sisi manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
keterlibatan terhadap pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya
pada kajian paradiplomasi, diplomasi kota, dan tata kelola perubahan iklim global.
Penelitian in1 menunjukkan bahwa dalam isu global seperti perubahan iklim, aktor
subnasional memiliki posisi yang semakin penting dan tidak lagi dapat dipandang
hanya sebagai pelaksana kebijakan negara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun
akademisi yang tertarik pada studi lingkungan, kebijakan publik, maupun hubungan

internasional kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas
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penerapan teori paradiplomasi, terutama dalam dimensi lingkungan, yang masih
relatif berkembang dalam studi Hubungan Internasional di Indonesia.

Dari sisi manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pembelajaran bagi pemerintah daerah, kota metropolitan, maupun pembuat
kebijakan dalam menyusun strategi mitigasi perubahan iklim. Tokyo menunjukkan
bahwa keberhasilan target iklim membutuhkan gabungan antara kepemimpinan
politik, kebijakan bedasarkan data, alat regulasi, pengembangan teknologi, serta
pengaturan lintas sektor. Oleh karena itu, kota-kota besar lainnya, baik di Asia
maupun di Indonesia, dapat menjadikan pengalaman Tokyo sebagai salah satu
bentuk kebijakan dalam merancang strategi menuju pembangunan rendah karbon.
Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih
aktif dalam membangun kerja sama lintas wilayah, mengembangkan pembaharuan
kebijakan lingkungan, serta memperkuat posisi daerah dalam mendukung target
nasional terkait perubahan iklim.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan penelitian. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder berupa dokumen
kebijakan, laporan resmi, jurnal ilmiah, dan publikasi lembaga internasional.
Akibatnya, penelitian ini belum menggambarkan secara langsung pandangan aktor
pembuat kebijakan, pelaksana program, maupun masyarakat yang terlibat dalam
penerapan kebijakan iklim di Tokyo. Selain itu, ruang lingkup penelitian hanya
terbatas pada tahun 2021-2024, sehingga belum dapat menjelaskan dampak jangka
panjang dari kebijakan Tokyo terhadap pencapaian target net zero 2050. Penelitian
ini juga lebih mementingkan kebijakan pemerintah metropolitan, sehingga belum
membahas secara mendalam keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat
sipil, maupun aktor ekonomi lainnya dalam mendukung agenda dekarbonisasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian serupa dapat
dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Penelitian berikutnya
dapat menggunakan metode wawancara dengan pejabat pemerintah, pelaku
industri, akademisi, maupun masyarakat untuk memperoleh gambaran yang lebih
menyeluruh mengenai penerapan kebijakan net zero di tingkat lokal. Selain itu,
penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan pendekatan relatif dengan

membandingkan Tokyo dengan kota global lainnya seperti Seoul, London, atau
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New York untuk melihat perbedaan strategi paradiplomasi lingkungan yang
digunakan oleh masing-masing kota. Penelitian berikutnya juga dapat
memfokuskan pada penilaian daya guna kebijakan tertentu, seperti cap-and-trade,
efisiensi energi bangunan, atau pengembangan energi hidrogen, agar dapat
diketahui sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar berhasil dalam menurunkan
emisi. Dengan demikian, kajian mengenai peran kota dalam mendukung target net
zero akan semakin berkembang dan memberikan peran yang lebih luas bagi

pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan publik di masa depan.
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